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Perkembangan Hukum Bisnis Atas Analisis Ekonomi Di Indonesia

Drs. SABAR PURBA. M.M

DOSEN EKONOMI PRODI TATANIAGA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

ABSTRAK

Penulisan makalah ini dengan tujuan untuk analisis ekonomi dengan hukum bisnis di dalam negara
dengan metode Library Reasearh. Makalah ini pengantar tentang studi Ibih jauh terhadap analisis atas
hukum bisnis. Pada tingkat yang sangat rendah akan dapat membuat suatu kritik baik dengan masalah
efisiensi ekonomi dengan tidak sadar telah dapat padpada hukum bisnis. Karena ini relevan pada masa
yang akan datang dan fungsi analisis hukum bisnis di samping hukum lain dengan segenap proses hukum
di negara ini, baik dengan tingkat terbentuknya, penerapannya dan analisis doktrinnya serta menguiji
kebasahan dalam istilah sosial ekonomi dengan kebijaksanaanya.

Kata Kunci: Hukum Bisnis dan Ekonomi

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pada masyarakat yang baik dapat condong
menciptakan peraturan yang dapat menggunakan
kondisi ekonomi yang hemat. Agar dapat
mengukur apakah peraturan atau hukum yang
dijalankan dapat mempromosikan keefisienan
ekonomi itu, tentu dibutuhkan pendekatan
terhadap hukum, oleh karena itu tulisan ini
membahas suatu pendekatan terhadap hukum
yang setiap saat berkembang vyaitu “Economic
Analysis Law”.

Dengan tulisan ini dikaji perkembangan
Economic Analysis Law di negara ini dan beberapa
contoh aplikasi, dengan demikian pendekatan
ekonomi hukum di negara ini secara umum dengan
fokus tentang fenomena-fenomena yang menjadi
kecenderungan di bidang hukum dagang/ bisnis
yang secara eksplisit dapat mengakibatkan
ketidakefisienan  (inefficient). ~ Kecenderungan-
kecenderungan tersebut berkenaan dengan
kebijaksanaan dengan diwajibkan penlibatan
profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat
dan peraturan, ketidakefisienan dalam
pembentukan lembaga-lembaga pendukung pada
hukum bisnis.

1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengalisis ekonomi
atas perkembangan hukum bisnis di negara sedang
berkembang yaitu Indonesia.

2. Uraian Teoritis

2.1 Analisis Ekonomi atas Hukum Bisnis

Kajian analisis ekonomi atas hukum bisnis yang
disebut "Economic Analysis of Law” dianggap
muncul yang pertama kali diciptakan utilitiarisme
Jeremy Bentham (1789) yang menguji secara
sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan
dengan insetif hukum dan mengevaluasi hasilnya
menurut ukuran kesejahteraan sosial.

Pemikiran  utilitiarisme  Jeremy  Bentham
tersebut populer dalam tulisan-tulisannya berupa
analisis atas hukum pidan dan penegakkannya
analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan
dan substantial treatment) atas proses-proses
hukum serta membahas hukum pajak yang
menetukan tarif.

Namun pemikiran oleh Betham tersebut tidak
lancar pada tahun 1960-an dan baru berkembang
pada awal tahun 1970-an dengan dipelopori oleh
pemikiran-pemikiran dari Rhonald Coasie (1960)
dengan artikel yang membahas kejahatan dan
penegakkkan hukum. Calabresi (1970) dalam
bukunya mengenai hukum kecelakaan dan Posner
(1972) dalam buku 7ax Economic Analysis of Law
dan diterbitkan dalam Journal of Studies dengan
garis besarnya melakukan pendekatan untuk
memberikan  sumbangan pikiran atas dua
permasalahan dasar mengenai aturan hukum.
Analisis yang bersifat positif (deskriptif), bertautan
dengan pertanyaan apa pengaruh aturan hukum
terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan
dan analisis yang bersifat normatif berkenaan
dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan
hukum sesuai dengan keinginan masyarakat.
Pendekatan yang dipakai analisis yang dipakai atas
hukum terhadap dua permasalahan adalah
pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis
ekonomi secara umum yakni menjelaskan tingkah
laku manusia secara personal maupun perusahaan
yang berwawasan ke depan (forward looking) dan
nasional dan mengadopsi kerangka kesejahteraan
ekonomi untuk menguiji keinginan rakyat.

Dengan mengemukakan pendapat dan Steven
Shavell menjelaskan lebih dalam mengenai analisis
yang bersifat deskriptif dan normatif dari analisis
ekonomi atas hukum mengemukakan manfaat
dapat dikatakan nasional bilamana orang bertindak
untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan
yang diharapkan. Contoh mengapa orang sangat
hati-hati dalam mengedarai, walaupun misalnya
orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab
kemungkinan bahwa anda tidak mau luka/ mati
akibat kecelakaan tersebut. Ada ketentuan
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mengenai tanggung jawab/ ada resiko diajukanke
pengadilan. Sedangkan analisi normatif dapat
diterangkan bahwasatu ukuran hukum tertentu
lebih baik dari ukuran hukum lain bilamana
membrikan level tertinggi bagi ukuran bagi
kesejahteraan sosial. Contoh: bilamana masyarakat
menghendakimeminimalisasijumlah kecelakan lalu
lintas maka aturan hukum yang terbaik adalah
yang memberi hukum.

Perkembangan sekarang analisis ekonomi atas
hukum tidak terbatas pada pada dua permasalahan
dasar, tetapi mencakup pada penggunaan prinsip
ekonomi tentang permasalahan hukum dan
kebijakan publik.

2.2 Lanjutan Analisis Ekonomi atas Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi
dalam pembuatan kebijakan, tingkat pembentukan,
implementasi atau  enforcement  peraturan
(perundangan) sangat berpengaruh di negara ini.
Dengan sah dalam GBHN ditetapkan salah satu
arah vyaitu kebijakan program pembangunan
nasional bidang hukum vyaitu: mengembangkan
aturan perundangan-undangan yang didukung
kegiatan ekonomi untuk menghadapi kegiatan
global (free trade). Tentu kebijakan tersebut
merupakan satu indikator kuatnya pengaruh.

Memang secara teoritis konseptual, aliran
analisis ekonomi atas hukum fenomenal dan
melembaga di Indonesia dengan aliran-aliran
hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut
maka pendapat Ifdahal Kasina mengatakan bahwa
di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik
teori atau doktrin atas suatu paradigma atau
pendekatan tertentu dalam kajian hukum tidak
berkembang. Meskipun demikian perbincangan
mengenai analisis ekonomi atas hukum bukannya
sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat dalam
test ratio Universitas Katolik Parahyangan Bandung
pada tahun 1995, dengan kerangka berpikir:

a. Berdasarkan pengamatan impiris upaya
perlindungan lingkungan yang hanya
digantungkan pada penggunaan instrumen
hukum terbukti kurang efektif.

b. Praktik perlindungan lingkungan di negara
lain, ternyata sudah menerpkan konsep

mixed-tools of compliance, di mana
instrument economic merupakan insebtif
yang ~membuat potensial mematuhi

ketentuan hukum lingkungan.

c. Ada ketentuan dalam peraturan Undang-
Undang bidang lingkungan hidup yang
memberikan dasar hukum yang kuat untk
menerapkan  konsep  Mixed-Tools  of
Economic Compliance.

Konsep atas pendekatan ekonomi terhadap
hukum juga dibuat oleh Thee Kian Wie,
menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan
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dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan
bahasan pengkategorian monopoli, persaingan
tidak sehat, karbel, price fixing, market devision,
margin, cross-shareholding, dan sebagainya. Tidak
kalah menarik juga pembahasan Heru Supratomo
terhadap hukum perbankan dengan pendekatan
ekonomi. Dengan mengutip pendapat Posner
mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan
suatu alat yang tepat untuk melakukan analisis
terhadap permasalahan hukum vyang terjadi di
lingkungan  konsumen. Pendekatan analisis
ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di
negara ini. Walaupun begitu pemikiran ekonomi
sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan
dalam hukum perbankan. Berdasarkan
pembahasan teoti di atas disimpulkan bahwa
keinginan untuk melibatkan prinsip/ teori ekonomi,
walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pembahasan

Untuk mempertajam mengenai analisis
ekonomi atas perundang-undangan, terutama
kenyataannya di lapangan dalam hukum bisnis
maka selanjutnya akan dikritisi  beberapa
permasalahan aktual yang berhadapan dengan
prinsip efisiensi ekonomi. Pemilihan  prinsip
ekonomi/ efisiensi berdasarkan kemudahannya
untuk dipahami karena tidak memerlukan rumusan
teknis ilmu ekonomi (rumus) berupa angka-angka.
Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan
dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan
dari pembentukan, penerapan maupun inforcement
dari perundang-undangan.

Yang didahulukan dengan kecenderungan
diwajibkan pelibatan profesi hukum tertentu.
Dalam memenuhi syarat dari prosedur Undang-
Undang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 UU No.
42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidasia (UUJF)
yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda
dengan jaminan Fidasia dengan akta notaris. Ada
pendapat yang mengatakan tidak jelasnya alasan
harus dibuatnya pembebanan benda dengan
jaminan Fidasia secara notaris, mengingat dalam
praktek selama ini, perjanjian Fidasia cukup dibuat
dengan akta di bawah tangan (pendapat Sutan
Remi Sjahdeini). Apabila keharusan tersebut
dihubungkan  kewajiban  selanjutnya berupa
pendaftaran di kantor Fidasia, tentu masih dapat
dipertanyakan kemanfaatan pembebanan benda
dengan jaminan Fidasia secara notaril tersebut
dibbandingkan dengan pembebanan secara notaris
yang izin prakteknya di daerah yang bersangkutan
maka notaris dapat secara sewenang-wenang
untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan
akta. Berdasarkan pasal 10 ayat 2. UU No. 4 tahun
1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta
benda-benda berkaitan dengan tanah ditetapkan
bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan
dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak
Tanggungan ( APHT ) oleh Pejabat Pembuat Akta
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Tanah ( PPAT) alasan penerapan ketentuan ini
adalah bahawa PPAT merupakan pejabat umum
yang berwenang membuat akta pemindahan hak
atas tanah dan akta lain dalam rangka
pembebanan hak atas tanah yang oleh aktanya
ditetapkan sebagai bukti dilakukannya pembuatan
hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di
daerah kerjanya.

Dengan ketentuan UHT ini telah dikritisi
berkenaan dengan pembebanan yang secara
ekonomis memberatkan debitor pengusaha lemah.
Menanggapai hal ini melalui Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 Tahun 1996 tentang penetapan batas waktu
penggunaan surat kuasa membebankan hak
tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit-
kredit tertentu. Pemerintah memberikan
kemungkinan bagi SKMHT jenis kredit tertentu
berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya
perjanjian pokok yang bersangkutan.

Kecenderungan tersebut juga dilihat dalam
Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan
( RUU-PP ) yang dibuat. DPR yang menetapkan
bahwa akta perjanjian kredit dibuat dihadapan
notaris. Oleh karena terdapat pandangan sinis dari
masyarakat ~ dengan menyebut peraturan
perundang- undangan yang memuat ketentuan
seperti itu sebagai hasil dari “Notaris Connection”

Kritik inefisien terhadap notaris
sebagaimana dibahas di atas juga menimpa
provinsi hukum lain, yakni penasehat hukum. Pasal
5 UU kepailitan menetapkan bahwa permohonan
berkenaan dengan proses kepailitan harus diajukan
seorang penasehat hukum yang memiliki oleh izin
praktek. Permohononan tersebut antara Ilain
berupa permohonan pernyataan pailitan,
permohonan sita jamin dan penunjukkan kurator,
permohonan kasasi, pengajuan memori kasasi,
permohonan peminjaman kembali, permohonan
penangguhan sementara, pengangkatan
pengangguhan dan perubahan syarat-syarat
penangguhan, tuntutan pembatalan perdamaian
serta permohonan rehabilitasi di bidang kepailitan.
Alasan diwajibkannya penggunaan penasehat
hukum yang memeiliki izin praktek, memang
masuk di akal bilamana dihubungkan dengan
tingkatnya waktu yang diperlukan dalam proses
acara kepailitan serta diperlukan spesialisasi dan

profesionalitas pengacara kepailitan. Namun
ditinjau perspektif adanya pembatasan bagi
kalangan tertentu untuk ikut dalam ujian

kepengacaraan seperti kalangan Internal Corporate
Lawyer BUMN maka secara ekonomis bagi
perusahaan-perusahaan BUMN, pasal 5 UU
Kepailitan akan segera memberatkan. Hal tersebut
terjadi karena dianggapnya pegawai BUMN sebagai
PNS sehingga tidak diperkenankan memiliki
sertifikat pengacara. Padahal bilamana internal
corporate lawyer BUMN memiliki sertifikat
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pengacara kepailitan, maka proses kepailitan tidak
perlu diwakili oleh external corporate lawyer yang
berbiaya tinggi. Kedua hal tersebut tidak efisien
dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung
di bidang hukum bisnis. Misalnya pembentukan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dan
Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)
yang dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri-

sendiri pada gilirannya akan menimbulkan
pemborosan. Segala biaya untuk pelaksanaan
tugas lembaga-lembaga tersebut dibebankan

kepada APBN. Padahal di Amerika Serikat sendiri
sebagai negara pelopor persaingan usaha sehat
dan perlindungan konsumen, tugas sebagaimana
dibebankan kepada KPPU, BPKN dan BPSK dicakup
atau merupakan tugas satu lembaga yang disebut "
Federal Trade Commission”(FTC), sebagai
perbandingan dibawah ini dikutip posisi dan tiga
FTC sebagai berikut: "7he basic objective of the
FTC is to promote free anda fair trade composition
in the American economic it provider guidance to
business and industry on waht they may do under
the laws administrade by the commission. It also
githens and makes avaitalle to congress, the
president, withthe advice and to congress, the
president and the public factual data on economic
and business conditions. The FTC consists of five
commisioners may be members of the time political
partys one commissioners is chosen as cahir by the
president. The most prominents and active
consumers protection agency this yers was the
FTc”

Berdasarkan  pendekatan  diatas, maka
pendekatan  ekonomi relevan  dikemukakan
berkenan dengan gagasan pembentukan lembaga
penunjang hukum bisnis, sehingga nilai efisiensi
dari pembentukan lembaga tersebut dapat
dimaksimilisasi. Contoh bilaman suatu lembaga
yang tugas-tugasnya dibebankan kepada lembaga
yang sudah ada, maka tidak perlu membentuk
lembaga baru.

Masalah yang lain yang dapat menimbulkan
efisiensi adalah ketidak harmonisan antara satu
perundang-undangan dengan peraturan undang-
undang lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan

misalnya adanya ketentuan hukum yang
menyimpang dari prinsip pokok pengembangan
lembaga  non-litigasi, terutama kewajiban

pengadilan untuk menolak perkara dimana para
pihak sendiri telah memiliki penyelesaian secara
non-litigasi. Ketentuan tersebut tampak pada pasal
45 ayat ayat 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen  yang diatur sebagai
berikut : Apabila telah dipilih upaya penyelesain
sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan
melalui pengadian hanya ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
pihak atau para pihak yang sengketa.
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Pasal seperti ini tidak memberikan kepastian
hukum seyogianya, bila upaya penyelesaian diluar
pengadilan dipilih oleh para pihak, upaya tersebut
harus dilalui sebagaimana mestinya dan pengadilan
wajib menolak gugatannya. Pasal 3 UU No.30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dengan alternatif
penyelesaian  sengketa, menetapkan bahwa
pengadilan negeri tidak berwenang untuk
mengadili sengketa para pihak yang telah terikat
dalam perjanjian Arbitrase.

Contoh lain ketidakharmonisan antar peraturan
perundang-undangan yang dapat menimbulkan
inefisiensi yaitu mengenai wajib simpan dokumen
perusahaan pasal 11 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1997
tentang dokumen perusahaan yang bertujuan
mereformasi pasal 6 kitab UU hukum dagang
dengan mengurangi jangka waktu kewaijiban
menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30
tahun menjadi 10 tahun. Namun berhadapan
dengan ketentuan mengenai daluarsa,
pembaharuan jangka waktu tersebut menjadi
tidak  berarti sehingga pilihan  untuk
memaksimasimalisasi efisiensi ruang, waktu dan
biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan
kemungkinan memusnahkannya setelah lewat
waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan
kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari
proses pembuktian di pengadilan. Apalagi bila hal-
hal tersebut ditambah dengan kekakuan
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pengadilan dalam meneriam bukti hanya berupa
bukti-bukti tertulis saja. Sehingga pengadilan
dokumen perusahaan dalam bentuk paperless
media yang juga dimungkinkan berdasarkan pasal
12 undang-undang dokumen perusahaan akan
semakinmemperburuk kondisi inefisiensi.

4. Penutup

Dalam pemaparan perkembangan Analisis
Ekonomi atas Hukum Bisnis, dan melibatkannya
dalam aktualnya serta dipraktekkan hukum di
negara ini, sehingga lebih terbuka kemungkinan
ada perubahan paradigma serta lebih banyak
alternatif dan pemikiran yang dapat disumbangkan
dalam pengkajian hukum di negara ini. Tulisan ini
merupakan pegangan bagi pebisnis yang lebih
detail terhadap Analisi Ekonomi atas hukum,
namun demikian pada tingkat yang paling dasar
akan dapat memunculkan salah satu kritik penting
berkenaan dengan problem ekonomi yang efisien
yang tanpa sadar ada dalam perkembangan hukum
bisnis di negara ini, oleh karena itu sangat relevan
untuk masa global. Mefungsikan model Analisis
Ekonomi atas hukum lain ke segenap proses
hukum di negara ini, baik dalam tingkat
pembentukan, apalagi dalam
penerapannya/penegakan yang lemahdan dalam
analisisnya doktrin serta menguji keabsahan suatu
sistim sosial dan kebijakannya.
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